WALIKOTA YOGYAKARTA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG POLA TATA KELOLA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

bahwa dalam rangka mengikuti perkembangan
dinamika sosial khususnya pada bidang kesehatan,
maka penetapan falsafah, visi, misi, tujuan strategis
dan nilai-nilai dasar Rumah Sakit Umum Daerah Kota
Yogyakarta perlu diamanatkan kepada Direktur Rumah
Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas maka perlu mengubah
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah
Kota Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun
2007 tentang Pedoman  Penyusunan Rencana
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal,

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor



971/Menkes/PER/XI/2009 tentang Standar
Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;

20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
755/Menkes/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan
Komite Medik di Rumah Sakit;

21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
49 /Menkes/PER/VII/2013 tentang Komite
Keperawatan Rumah Sakit;

22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 1214/ MENKES/ SK/ XI/ 2007 tentang
Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kota
Yogyakarta Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Provinsi
DI Yogyakarta;

23. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 228/ Menkes/ SK/ III/ 2002 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
yang wajib dilaksanakan daerah;

24.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman
Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);

25. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman
Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws) Di
Rumah Sakit;

26. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 1996
tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;

27. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 tahun 2008
tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas
Pokok Lembaga Teknis Daerah;

28. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2011
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dewan
Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Jogja;

29. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012
tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Rumah
Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;

30. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2012
tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Umum Daerah Kota Yogyakarta;

31. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013
tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan
Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Yogyakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor
3 Tahun 2013 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil
Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Yogyakarta;

32. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah
Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  WALIKOTA  TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2014



TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 14
Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota
Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 15 diubah
sebagai berikut :

Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

(1) Falsafah, visi, misi, tujuan strategis, nilai-nilai dasar dan moto sebagaimana
dimaksud pada Pasal 6 dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan
kondisi internal dan eksternal Rumah Sakit.

(2) Penetapan falsafah, visi, misi, tujuan strategis, nilai-nilai dasar dan moto
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Direktur, setelah berkoordinasi dengan seluruh unsur Rumah Sakit.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Juli 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,
ttd
TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 38



